
 

SALINAN 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PRO VINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 16 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Ash Daerah, 
khususnya dan i sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan, maka perlu dilakukan perubahan tarif Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum 
dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 
1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189) ; 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5772); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 
Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2018 Nomor 24); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2019 Nomor 1); 
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17. Peratu ran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 
Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 
Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 98); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

dan 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 87), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk NJOP Rp. 1 (satu rupiah) sampai dengan 
Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan 
sebesar 0,100% (nol koma seratus persen); 

b. Untuk NJOP Rp. 1.000.000.001 (satu milyar satu rupiah) 
sampai dengan Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus 
juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma 
seratus lima puluh persen); 

c. Untuk NJOP Rp. 1.500.000.001 (satu milyar lima ratus 
juta satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua 
milyar rupiah) ditetapkan Sebesar 0,200% (nol koma dua 
ratus persen); 

d. Untuk NJOP Rp. 2.000.000.001 (dua milyar satu rupiah) 
sampai dengan Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) 
ditetapkan sebesar 0,250% (nol koma dua ratus lima 
puluh persen); 
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e. Untuk NJOP Rp. 3.000.000.001 (tiga milyar satu rupiah) 
sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) 
ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua ratus tujuh 
puluh lima persen); 

f. Untuk di atas NJOP Rp. 5.000.000.001 (lima milyar satu 
rupiah) ditetapkan sebesar 0,300% (nol koma tiga ratus 
persen). 

(2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan 
merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, 
maka tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 31 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 
NOMOR 16 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:16, 119/2021 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

,/ 
BAMBANG WAHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 
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